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ABSTRAK

Pada Putusan Nomor : 784 K/PID.SUS/2019 tanggal 28 Maret 2019. Dalam
putusannya majelis hakim tingkat kasasi menekankan bahwa kasasi terdakwa
tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum,
judex facti telah mengadili terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara
pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya. Metode penelitian
yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap. Hasil penelitian diperoleh bahwa Ratio Decidendi dalam Putusan
Nomor : 784 K/PID.SUS/2019 dikaitkan dengan putusan pidana penjara selama 5
(lima) tahun sudah tepat karena Judex Juris sudah menilai bahwa Judex Facti
tidak salah dalam menerapkan hukum. Asas manfaat yang diterapkan oleh majelis
hakim telah sesuai dengan asas keadilan dibuktikan dengan dikembalikan asset
kepada korban jadi Judex Facti telah melihat adanya pencucian uang dengan
pidana asal penipuan.

Kata kunci : Ratio Decidendi, Tindak Pidana, Pencucian Uang
ABSTRACK

In Decision Number: 784 K/P1D.SUS/2019 dated March 28, 2019. In its decision
the panel of judges at the cassation level emphasized that the defendant's
cassation could not be justified because Judex Facti was not wrong in applying
the law, judex facti had tried the defendant in the a quo case according to law
criminal procedure that applies and does not exceed its authority. The research
method used is normative juridical with a statutory approach, and a case
approach in the form of court decisions that have permanent legal force. The
results showed that the Decidendi Ratio in Decision Number: 784
K/P1D.SUS/2019 associated with a sentence of imprisonment for 5 (five) years
was correct because Judex Juris had judged that Judex Facti was not wrong in
applying the law. The principle of benefit applied by the panel of judges is in
accordance with the principle of justice as evidenced by the return of assets to the
victim so Judex Facti has seen money laundering with criminal origin of fraud

Keyword: Decide Ratio, Crime, Money Laundering.
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A. Latar Belakang Masalah

Terdakwa WIA AMELIA Binti MADALIH SIMON NURAHIM, pada
tanggal 22 Februari 2016, bertempat di jalan Brigib Raya No. 66
CiganjurJagakarsa, Jakarta Selatan, atau JI. Keramat Pela 1/8 RT. 8 RW. 4
Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidak-
tidaknya di tempat lain dengan sengaja telah membujuk, menggerakkan orang lain
atau memakai nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, tipu
muslihat, agar menyerahkan suatu barang, membuat hutang, menghapus piutang,
dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dilakukan
terdakwa.

Terdakwa WIA AMELIA melakukan kejahatan atau pelanggaran, ada
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan
berlanjut, dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar
negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau
perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, maupun menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau
kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana, maupun menerima atau menguasai
penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran,
atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan terdakwa.

Wia Amelia (Terdakwa) yang mengaku sebagai Karyawan PT. Total
Bangun Persada. Tbk, membujuk dengan memberikan dokumen perjanjian
Investasi Bagi hasil antara PT. Total Bangun Persada, memberikan tanda terima
pembayaran dan pernyataan selaku pemegang proyek, proyek pengadaan ATK
(Alat Tulis Kantor), pembesian, secafolding, separator, batubara, perjalanan
ibadah umroh, jual beli kendaraan dan properti atk, pembesihan, sparator jalan,
secafolding, perumahan. Wia Amelia menjanjikan keuntungan besar kepada
korban dan akan memberikan mobil, agar korban mau menginvestasikan uangnya
secara bertahap dengan mengaku sebagai Karyawan PT. Total Bangun Persada
(perusahaan fiktif) selaku perusahaan pengadaan untuk meyakinkan para korban
diantaranya MSR untuk ikut berinvestasi/menyerahkan uang dalam pengadaan
tersebut dan menjanjikan keuntungan sebesar 20 % sampai dengan 30 % setiap
bulannya, menjanjikan potongan harga dan menjanjikan bonus kendaraan. Untuk
lebih meyakinkan korban juga membuat ID Card, tanda terima pembayaran,
dokumen pernyataan, surat perjanjian dengan menggunakan KOP PT. Total
Bangun Persada sehingga korban tertarik dan menyerahkan modal/investasinya
kepada terdakwa. Terdakwa juga telah memberikan sejumlah uang kepada para
korban yang sumbernya dari modal para korban dengan mengatakan keuntungan
atas hasil proyek pengadaan padahal terdakwa tidak memiliki proyek pengadaan
dari PT. Total Bangun Persada.

Putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak.
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Pada tanggal 27 Desember 2018 Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2018) sebagai Pemohon Kasasi, yang
diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni:
Bagaimana Ratio Decidenci Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan
Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana)
dalam Putusan: 784 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 28 Maret 2019?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus
berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu:

1. Pasal 378 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

2. Putusan 784 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 28 Maret 2019, pertanggungjawaban
terdakwa atas dasar penipuan dengan tindak pidana lanjutan pencucian uang.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam konteks hukum pidana, perbuatan dapat dikatakan sebagai
penipuan yaitu apabila memenuhi yang terdapat di rumusan Pasal 378 KUHP,
namun dalam Burgerlijke Wetboek (BW) yang dapat dijadikan pedoman dalam
suatu perjanjian apabila terdapat unsur penipuan didalamya, yakni Pasal 1328 BW
yang berbunyi : Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu
persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian
rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu
tanpa adanya muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus
dibuktikan. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan
keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat
untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya!. Sebagai suatu
tindak kejahatan, penipuan memiliki tujuan untuk memiliki harta korbannya
secara melanggar hukum. Artinya harta tersebut merupakan uang maupun benda
yang cara mendapatkannya secara tidak sah. Oleh karena itu uang tersebut harus
disamarkan agar nantinya terlihat sebagai merupakan uang maupun benda yang
cara mendapatkannya secara tidak sah. Hal ini menyebabkan pelaku penipuan
biasanya juga melakukan tindak pidana lainnya berupa pencucian uang atau
Money Loundering. Money Loundering ini merupakan cara bagi para pelaku
tindak pidana pemerasan, perampokan, pencurian, penipuan, perdagangan narkoba

! Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1990, him.20
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maupun barang yang dilarang lainnya, tindak pidana korupsi, dan sebagainya
untuk mencuci uang hasil kejahatan.

Di Indonesia sendiri, pengaturan tindak pidana pencucian uang diatur
tersendiri dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang sebagai upaya Indonesia keluar dari negara yang dikategorikan
sebagai Non-Cooperative Countries and Territories (NCTTs). Hal ini memiliki
dampak bank-bank internasional akan memutuskan hubungan dengan bank-bank
Indonesia. Negara-negara lain akan menolak Letterof. Credit (L/C) yang
dikeluarkan oleh Indonesia dan lembaga -lembaga keuangan Indonesia akan
dikenakan biaya tinggi (risk premium) terhadap setiap transaksi yang dilakukan
dengan lembaga-lembaga keuangan luar negeri.? Berkaitan dengan pentingnya
agenda pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adanya Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak seketika
membuat Indonesia dikeluarkan dari daftar hitam Nan- Cooperative Countries and
Territories (NCCTs). Namun karena dinilainya masih memiliki kekurangan
diberbagai aspek, maka disusunlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang sebagai pengganti
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
sebagaimana diubah dengan Undgng-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang atas
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian uang.

Penipuan sebagai salah satu predicate crime yang diatur dalam Pasal 2
ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki hubungan yang erat
dengan kejahatan pencucian uang dengan ancaman hukuman pidana penjara 4
(empat) tahun atau lebih.

Kritik datang dari Julius Stone yang menyatakan bahwa pemikiran
Goodhart merupakan kesalahan besar. Menurutnya proses tersebut pada dasarnya
merupakan satu pilhan dari satu tingkatan umum yang pantas. Hal ini implisit
dalam memutusakan sebuah kasus terdapat beberapa potensi ratio decidendi.
Stone menganalisis putusan Donoghue vs Stevenson dan membuktikan bagaimana
jarak dari fakta-fakta dapat dinyatakan pada tingkatan alternatif.

E. Pembahasan
1. Ratio decidenci hakim dalam perkara tindak pidana asal penipuan
dengan tindak pidana lanjutan pencucian uang.

Ratio decidendi (Jamak: rationes decidendi) adalah sebuah istilah latin
yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai “alasan untuk keputusan itu”,
“the reason” atau “the rationale for the decision.” Black’s Law Dictionary
menyatakan ratio decidendi sebagai “the point in a case which determines the
judgment” atau menurut Barron’s Law Dictionary adalah “the principle which the
case establishes.”® sendiri mendefinisikan sebagai faktor-faktor yang sejati
(material fact, faktor-faktor yang essensiil yang justru mengakibatkan keputusan
begitu itu.

2 Fauizah Lubis, Advokat Vs Pencucian Uang, Deepublish, Sleman, 2020, him. 60
3 Kusumadi Pudjosewojo Pedoman Pelajaran Tata Hukum (1976)
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Ratio decidendi tidak hanya penting dalam sistem dimana hakim terikat
keputusan hakim yang terlebih dahulu (precedent), akan tetapi juga di negara
bertradisi civil law system seperti Indonesia. Istilah hukum ini digunakan dalam
masyarakat hukum yang merujuk prinsip hukum, moral, politik dan sosial yang
digunakan pengadilan sehingga sampai membuat keputusan demikian. Jadi setiap
kasus memiliki ratio decidendi, alasan yang menentukan atau inti-inti yang
menentukan putusan. Kadang ratio decidendi jelas terlihat, akan tetapi terkadang
pula perlu dijelaskan. Biasanya memang dalam praktek, hal-hal yang essensiil ini
menjadi kepentingan para pihak dalam perkara untuk membuktikannya atau
membantahnya atau menurut penulis sebagai “pusat pertarungan para pengacara
untuk dibuktikan™.

Ketika melihat sebuah keputusan pengadilan, ratio decidendi berdiri
sebagai dasar hukum atas dasar putusan dijatuhkan. Ratio decidendi secara hukum
mengikat pengadilan yang lebih rendah melalui doktrin "stare decisis"”, tidak
seperti obiter dicta, seperti komentar yang dibuat sehubungan dengan kasus yang
mungkin relevan atau menarik, tetapi tidak menarik dari keputusan hukum. Ratio
decidendi dapat dikatakan mengikat untuk masa depan. Semua pernyataan lain
tentang hukum dalam pendapat pengadilan - semua pernyataan yang tidak
membentuk bagian dari putusan pengadilan pada isu-isu yang benar-benar
memutuskan dalam kasus tertentu (apakah mereka adalah pernyataan yang benar
dari hukum atau tidak) adalah disebut obiter dicta. Menurut pendapat, dissenting
opinion juga termasuk obiter dicta. Namun, bisa terjadi dalam perkembangan,
yang semula obiter dicta dalam perkara lain atau di kemudian hari menjadi ratio
decidendi.

Rasio decidendi, yang merupakan sesuatu yang lebih abstrak dan terserap
masuk pada body of law (koleksi peraturan hukum yang terorganisir dan
sistematis). Istilah rasio decidendi pertama kali dipergunakan dalam kuliah
jurisprudence John Austin. Istilah ini dipengaruhi dari sarjana hukum Jerman
Thaibout yang dipergunakan berbeda dengan ratio legis. Selain itu istilah tersebut
juga dipergunakan oleh hakim Skotlandia dan penulis hukum yang terkenal yaitu
Lord Kames. Pengadilan tidak pernah mencoba untuk membuat definisi tentang
rasio decidendi, tetapi secara sederhana dipergunakan sebagai sarana untuk
menjembatani celah antara pemikiran antara analogi dan pemilkiran dengan
peraturan. Tidak adanya pengertian otoritatif mungkin solusi adalah membangun
sebuah Teknik untuk menidentifikasi sebuah rasio pada kasus khusus.

Goodhart membuat pendekatan yang terpusat pada fakta-fakta sebagai
material oleh persidangan hakim. la merangkung aturan untuk menemukan rasio
decidendi dari suatu kasus sebagai berikut: Prinsip dari sebuah kasus tidak
ditemukan dalam alasan yang diberikan dalam opini.

1. Prinsip tidak ditemukan dalam aturan hukum yang tertulis dalam opini.

2. Prinisp belum tentu ditemukan pada pertimbangan dari semua fakta kasus yang
dapat dipastikan, dan putusan hakim.

3. Prinsip dari kasus ditemukan dengan mengambil akun dari (a) fakta-fakta yang
diperlakukan sebagai materil oleh hakim, dan (b) putusan hakim sebagai dasar
dari mereka.
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Dalam mencari prinsip juga perlu dengan membangun fakta apa yang diadakan
untuk menjadi immaterial oleh hakim, untuk prinsip mungkin tergantung
pengecualian sebanyak penyertaan. Goodhart mencoba untuk menyediakan
sebuah petunjuk untuk metode yang ia percaya bahwa diikuti oleh sebagian besar
pengadilan di Inggris ketika mencoba untuk menentukan ratio decidendi pada
sebuah kasus yang diragukan. Akan tetapi ia mengakui bahwa tidak semua
pengadilan menerapkan hal ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sir Rupert
Cross bahwa hal ini harus diuji mengenai cara bagaimana kasus tersebut
didebatkan dan dimohonkan, dalam hal ini proses pemikiran yang diadopsi oleh
hakim dan hubungannya dengan kasus dan putusan lainnya. Selain itu juga harus
dipertimbangkan status dari pengadilan itu sendiri, karena adanya peningkatan
tendensi dari pengadilan yang lebih rendah untuk mengadopsi padangan yang
lebih elastik dari apa yang mengikat mereka ketika sebuah permasalahan
diargumentasikan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Istilah ratio decidendi sangat dikenal dalam konteks sistem hukum
common law. Secara harfiah istilah tersebut berarti “alasan untuk menjatuhkan
putusan” (the reason for the decision). Ratio decidendi, menurut Michael Zander
dalam bukunya ‘The Law Making Process’ (2004), dapat diartikan sebagai “A
proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the
material facts” (Suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari
sudut atau dari konteks fakta-fakta material). Jadi, format dari ratio decidendi di
dalam putusan hakim itu dinyatakan dalam suatu proposisi hukum. Proposisi
dalam konteks ini adalah premis yang memuat pertimbangan hakim. Proposisi ini
dapat diungkapkan secara eksplisit atau implisit. Hal ini mengingatkan kita pada
definisi lain tentang ratio decidendi dari Sir Rupert Cross dalam buku ‘Precedent
in English Law’ (editor J.W. Harris, 1991) yang menyatakan, “Any rule expressly
or impliedly treated by the judge as a necessary step in reaching his conclusion”
(Setiap aturan yang tersurat atau tersirat yang diterapkan oleh hakim sebagai
langkah yang perlu dalam mencapai kesimpulan). Kata “rule” (aturan) di sini
mohon dibaca dalam perspektif sistem common law di Inggris, sehingga bukan
semata aturan perundang-undangan, tetapi lebih sebagai proposisi hukum buah
dari pertimbangan rasional sang hakim. Dalam sistem common law, putusan
hakim terdahulu merupakan sumber hukum utama yang mutlak untuk dicermati
tatkala kita menghadapi suatu perkara serupa. Kata ‘serupa’ di sini menunjukkan
adanya kesamaan dari karakteristik fakta-fakta yang terjadi di antara perkara-
perkara tersebut. Fakta-fakta di sini harus merupakan fakta-fakta material (the
material facts), yang memang dipakai sebagai basis oleh hakim saat ia
membangun pertimbangan-pertimbangannya menuju pada kesimpulan. Jadi, ada
bagian deskriptif dari ratio decidendi itu yang harus dilihat dan kemudian
diperbandingkan antara perkara terdahulu dan perkara yang tengah dihadapi
sekarang.

Penipuan Menurut Bahasa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang
tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali,
atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara
menipu (mengecoh). (Ananda, S. 2009; 364.) Dengan demikian maka berarti
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bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut
dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu
perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong
dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan
dirinya atau kelompok. Penipuan berasal dari kata tipu yang artinya menurut
kamus besar bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur
(bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari
untung. Penipuan itu sendiri berarti proses, cara, perbuatan menipu. Kejahatan
penipuan itu termasuk materiel delict yang artinya untuk kesempurnaannya harus
terjadi akibatnya. Unsur-unsur penipuan yaitu perbuatan yang dilakukan untuk
mendapatkan barang atau uang milik orang lain dan keuntungan dengan cara yang
buruk. Karena menggunakan identitas palsu seperti nama palsu dan kedudukan
palsu, dengan rangkaian kebohongan, atau menggunakan tipu muslihat. Dalam
penipuan harus ada kausalitas antara tipu muslihat dengan pemberian barang
tertentu yang jika tidak adanya tipu muslihat tersebut, maka tidak akan ada
pemberian barang tersebut.

Penipuan Menurut Pengertian Yuridis Tindak pidana penipuan merupakan
kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku Il KUHP dalam Bab
XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Kejahatan penipuan di dalam
bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai
berikut: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang
lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu;
dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain
untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang
maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana
penjara paling lama empat tahun”.

Mengutip Jurnal Pengaturan dan Praktik Penerapan Pasal 378 KUHP
Tentang Penipuan oleh Kevin Julio Tamboto*, Pasal 378 KUPH memuat beberapa
unsur, yaitu:

e Barang siapa.

e Dengan maksud.

e Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

e Dengan penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian
kebohongan.

e Menggerakkan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan barang,
memberi utang, atau menghapus piutang.

Mengutip Jurnal Unsur-unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan
dengan Jual Beli Tanah tulisan H. Dudung Mulyadi, S.H ,M.H®. pasal 378 juga
menjelaskan bahwa tindakan penipuan bisa dilakukan dengan salah satu atau lebih
alat penggerak penipuan. Misalnya nama palsu, martabat palsu, dan lainnya.

4 Jurnal Pengaturan dan Praktik Penerapan Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan oleh Kevin Julio
Tamboto (2018: 66)

5 Jurnal Unsur-unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan dengan Jual Beli Tanah tulisan
H. Dudung Mulyadi, S.H.,M.H. (2017:212)
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Alat penggerak penipuan digunakan untuk memperdaya atau menimbulkan
dorongan dalam jiwa orang lain guna menyerahkan barang, memberikan utang,
atau menghapus piutang.

Sebagai cara penipuan dalam Pasal 378 KUHP, menurut M. Sudrajat
Bassar menyebutkan:

1. Menggunakan nama palsu

2. Menggunakan kedudukan palsu

3. Menggunakan tipu muslihat

4. Menggunakan susunan belit dusta.

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat
(hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,
menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau
supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan,
dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pengertian Tindak Pidana
Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali
apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah
suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan
sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Perkara penipuan dan Penggelapan memang ancaman hukumannya adalah
4 (empat) tahun, namun berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 4 huruf b KUHAP
termasuk perkara yang terhadap pelakunya dapat dikenakan penahanan oleh
penyidik, sebelum perkara tersebut diputus oleh pengadilan. Perkara
pennggelapan dan penipuan juga bukan merupakan delik aduan, yang secara
hukum dapat dicabut oleh pihak pelapor jika sudah ada perdamaian dengan pihak
terlapor, namun dalam praktiknya perkara penggelapan dan penipuan dapat
diselesaikan secara kekeluargaan jika perkara yang dilaporkan tersebut belum
masuk ke tahap penyidikan dan/atau penetapan tersangka.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno (2007: 133) sebagai
berikut : “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat
(hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau
supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena
penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Berdasarkan unsur-
unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP
di atas.

R. Sugandhi (1980: 396-397) mengemukakan pengertian penipuan bahwa:
“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian
kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri
sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat
bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-
akan benar”. Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas
bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian
perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang
seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah
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menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya

perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya

hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya,
sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui
identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin
akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan
yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak
dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana
korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan
aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan
yang berskala besar.

Unsur-Unsur Penipuan Di dalam KUHP Tentang penipuan terdapat dalam

Buku Il Bab XXV. Keseluruhan Pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama

bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang

adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas,
maka Tindak Pdana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni :

1. Unsur-unsur Objektif

a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan
terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan.
Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum,
jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat
terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan
melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang
menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

b) Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama
palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian
kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana
ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain
untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soerodibroto, 1992: 241). Adapun
alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah
sebagali berikut:

1) Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang
sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si
penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan
ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau
susunan belit dusta.

2) Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah
perbuatanperbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan
itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu
kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan
perbuatan atau tindakan.

3) Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah
bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu
keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada
orang yang ada dalam keadaan itu. d. Rangkaian Kebohongan, beberapa
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kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini
dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 (Soenarto
Soerodibrooto, 1992: 245), bahwa: “Terdapat suatu rangkaian kebohongan
jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang
sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang
lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran
palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”. Jadi rangkaian
kebohongan Itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan
suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian
kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

4) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau
memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan
orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan
kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas
oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto
Soerodibroto, 1992: 242) bahwa : “Harus terdapat suatu hubungan sebab
musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud
dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan
alat alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan
pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut
menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang
normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak
itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang
tersebut menyerahkan sesuatu barang.” Adapun Unsur-unsur tindak pidana
penipuan menurut Moeljatno (2002 : 70) adalah sebagai berikut : 1) Ada
seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang
atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh
yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak
selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain. 2)
Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang
lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk
merugikan orang yang menyerahkan barang itu. 3) Yang menjadi korban
penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan
a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya. b. Sipenipu
harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378
KUHP. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas,
maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan
sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur
yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak
pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

2. Unsur Subjektif

a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si
pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan
dalam penipuan.
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b) Secara melawan hak melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan
sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan
harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang
dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Berdasarkan pendapat yang
telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah
melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP,
apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka
pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai
perbuatannya, dari Law-report 1973 Jilid 1l hal 103 dikutipkan satu kasus
penipuan yang secara singkat sebagai berikut :

Tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih
(white collar crime) sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1867. Ada 3 (tiga)
tahapan proses pencucian uang yaitu:

1. Penempatan (placement);

2. Transfer (layering);

3. Menggunakan harta kekayaan (integration).

2. Putusan 784 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 28 Maret 2019,
pertanggungjawaban terdakwa atas dasar penipuan dengan tindak
pidana lanjutan pencucian uang.

Mahkamah Agung memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi

yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

a) Nama lengkap : WIA AMELIA BINTI MADALIH SIMON NURAHIM

b) Tempat lahir : Jakarta

¢) Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/27 Mei 1979

d) Jenis kelamin : Perempuan

e) Kebangsaan : Indonesia.

f) Tempat tinggal : - Jl. Keramat Pela 1/8 RT. 8 RW. 4 Kelurahan Pulo
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (KTP) - Jalan Raya RTM
Perumahan Tugu Residence No. 2 Kelurahan Tugu, Kecamatan
Cimanggis, Kota Depok ( Tinggal sekarang ).

g) Agama : Islam.

h) Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak

tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan sekarang. Terdakwa diajukan di depan

persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan
sebagai berikut:

1) Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP
juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2) Dakwaan Kedua: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
juncto Pasal
64 Ayat (1) KUHP.

Wia amelia (Terdakwa) mengaku sebagai Karyawan PT. Total Bangun

Persada. Tbk, Nomo 3159/U144/X/2017 dan Daftar na peserta tender di PT Total

Bangun Persada tahun 2015 sampai tahun 2017, membujuk dengan memberikan
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dokumen perjanjian investasi bagi hasil antara PT. T Bangun Persada,

memberikan tanda terima pembayaran dan pernyataan selaku pemegang proyek.

ATK, pembesian, sparator jalan secafolding, perumahan. Wia amelia mnjanjikan

keuntungan kepada M. Sidig rahman (Korban) dan akan memberikan mobil, agar

korban mau menginvestasikan uangnya bertahap menyetor uang sebagai investasi
bisnis.

Mahkamah Agung membaca, memori kasasi tanggal 27 Desember 2018
dari penasihat hukum terdakwa (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18
Desember 2018) sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Desember 2018: menimbang
bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut,
Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1) Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti
tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mengadili Terdakwa
dalam perkara a quo sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak
melampaui kewenangannya.

2) Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri
dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta,
bahwa Terdakwa telah mengajak saksi korban M. Sidik Rahman untuk
berinvestasi dengan janji bagi hasil, modal sebesar Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) akan mendapat keuntungan Rp20.000.000,00 (dua puluh
juta rupiah) setiap bulannya. Terdakwa meyakinkan korban dengan
mengatakan terdakwa mengaku sebagai pemegang proyek pengadaan besi
PT. Total Bangun Persada.

3) Bahwa korban tertarik dan kemudian mentransfer dana kepada Terdakwa
sebesar Rp6.058.000.000,00,00 (enam miliar lima puluh delapan juta
rupiah), dan ternyata Terdakwa berbohong. Pada kenyataannya Terdakwa
tidak memiliki proyek pada PT Total Bangun Persada dan korban tidak
pernah mendapat keuntungan dari dana yang diinvestasikan, bahkan
Terdakwa. tidak dapat mengembalikan dana yang diserahkan korban,
terbukti uang tersebut bukan Terdakwa pergunakan untuk pengadaan
barang di PT Total Bangun Persada, tetapi Terdakwa pergunakan untuk
keperluan lain, antara lain untuk pembelian apartemen, mobil, jam tangan,
tas, perhiasan, handphone, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut
memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang.

4) Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa hanya merupakan pengulangan
semata, Terdakwa mengulang kembali fakta yang terungkap di
persidangan baik alasan pada eksepsi, memori banding yang semuanya
telah cukup dipertimbangkan dalam putusan Judex Facti.

Ternyata pula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan
dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut
dinyatakan ditolak: menimbang bahwa karena terdakwa dipidana, maka dibebani
untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

Mengingat Pasal 378 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP,
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan
perundangundangan lain yang bersangkutan. Hakim memutuskan :

1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Wia Amelia
binti Madalih Simon Nurahim tersebut,

2) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah):
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung
yang ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.
Margono, S.H., M.Hum, M.M, dan Br Besnayeti M, S.H, M.H., Hakim-Hakim
Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang
dihadiri hakim-hakim Anggota, serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

F. Penutup
1. Kesimpulan
Dalam Putusan Nomor : 784 K/PID.SUS/2019 tanggal 28 Maret 20109.

Dalam putusannya majelis hakim tingkat kasasi menekankan bahwa kasasi

terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam

menerapkan hukum, judex facti telah mengadili terdakwa dalam perkara a quo
sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya.

Ratio Decidendi dalam Putusan Nomor 195 K/ PDT/2018 dikaitkan dengan

putusan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

a. Dikaitkan dengan putusan pidana penjara selama 5 (lima) tahun sudah tepat
karena Judex Juris sudah menilai bahwa Judex Facti tidak salah dalam
menerapkan hukum..

b. Asas manfaat yang diterapkan oleh majelis hakim telah sesuai dengan asas
keadilan dibuktikan dengan dikembalikan asset kepada korban jadi Judex
Facti telah melihat adanya pencucian uang dengan pidana asal penipuan.

2. Saran

a. Umumnya peraturan perudangan-undangan di Indonesia memiliki kelemahan
dalam hal sosialisasi dan law enforcement, oleh karena itu UU Tindak Pidana
Pencucian Uang memerlukan sosialisasi dan pengawasan dalam
pelaksanaannya.

b. Tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan sarana dan modus operandi
yang canggih, oleh karena itu semua unsur penegak hukum dalam perkara ini
harus mempunyai keahlian dan keterampilan khusus yang memadai.

c. Para pelaku pencucian uang adalah orang-orang yang memiliki tingkat
pendidikan yang tinggi dan memiliki profesi tertentu.
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